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Menimbang "

Mengingat I

BUPATI BEKASI

bahwa dengan telzh ditetapkannya Peraturan Dasrah Ka bupaten
Bekasi Momor 7 Tahun 2009 tentang Orgarisasi Paranghkat
Daerah  Kabupaten Bekasi, yang diantaranya meangatur
kelembagaan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dalam
meiaksanakan teknis operasional sebagian fugas  badan,
dipantdang peru dibentuk Unit Peaksana Teknis Badan
Laboratonium Lingkungan |

bahwa atas dasar perttimbangan sebagaimana dimaksud pads
hurul a di atas, maka Pembentukan Unit Palaksana Teknis
Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pambentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Prapinsi Jaws
Barat (Barita Negara Tahun 1850);

Undang-Lindang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pakok-Pokok
Kepegawalan sebagaimana teiah diubah dengan Indang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan aias Undang:
wndang Nomeor B Tahun 1974 tentang Sokok-Prkp
Mepegawaian  (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
1838 Nomor 165, Tambahan Lembaran MNegara Republi
Indonesia Nomar 3880);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Permbentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Repubfik
indonesia Tehun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonasia Namor 4388,

Undang-Undang Momor 32 Tahun 2204 lentang Pemeriniahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Megara Republik indonesia
Momor 4437) sebagaimana telah diwbah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang MNomar 12 Tatun 2008 tenlang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Momar 32 Takun 2004
tentang Pemenntahan Daerah (Lembarar MNegara Republik
Indonesa Tahon- 2008 Momar 58, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indongsia Nomor 4844);

Undang Undang Momor 32 Tahun 2008 tepiang Pedindungan
dan Pengelolasn Lingkungan Hidup {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Repuhlik indonesia Momaor 5059},

Peraluran  Pamarniah Nomor 18 Tabun 1958 lemang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Bergocun (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1289 Momor 31, Tambahan
L.Lembaran Negara Negara Republik Namor 3815) sebagamana
tezlah diubah dengan Peraldran Pemenintah Momar 35 Tahun
1098 tentang Perubahan atas Peraturan Pemenntah Nomor 18
Tahur 1589 tenlang Pengetolaan Limbah Bahan Berbanaya dan
Beracun [Lembaran Megara MNegara Republhk Tabun 1959
Momar 180, Tambahan Lembaran Nega a Negara Republk
Mamor 39345,

Peraturan  Pemerintal  Nomor 41 Tahon 1859 tenlang
Pengelolaan Fencemaran Udara (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 1989 Nomor 86, Tambaharn Lembaran Negars
Regublik indornezia Momar 3853

Peraturan  Pemerintah  Nomar &2 Tahun 2001  tenlang
Fengelolaan Kualtas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
iLembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2001 Momor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indutssia Nomar 4181},
Peraluran  Pamerinlah  Momor 38 Tahun 2007 lentang
Fembnogmn - Wusan, FPemenntahan  Anlara  Pemanntah
Pemenntiahan Daerah Provinsi gan Pemenntahan  Daerah

b
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HabupatenMola (Lembaran Megara Republk Indorezsa Tabhun
2007 Momor 82, Tembahan Lembarzn MNegara Repubiik
indonesia Momor 4737,

Peraturan Pemenntah Momor 41 Tahum 2007 lentang Organisas
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Reputlik Indonesia Tahun
2007 Momor 89, Tambahan Lembesran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741)

Paraturan Mentan Dalam Megeri Momor 57 Tahun 2007 tenlang
Eetunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Negara Lingkungarn Hidup Momor 06 Tahun
20049 tentang Laboratorum Lingkungan:

Peraturan Caerah Kabupaten Bekasi Momor & Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekas: (Lembaran
Caerah Kabupaten Bekasi Tahun 2068 Nomor &),

Feraturan Daerah Kabupalen Bekasi Nomor 7 Tabun 2009
lentang Urgamisazi Perangkat Dacerah Kabupaten Bekasi

{Lembaran Daerah Kabupaien Beras: Tahun 2007 Nomer 7)

Keputusan Menten Lingkungan Hidup Momar STRMENLHT /1095
tentang Baku Mutu Limbah Cair Industi Bagi Kegiatan Industri
Kepulusan S ERT T Lingkungan HittLap Mamiar
AZIMEMNL M D1 895 tentang Baku Mt Lirnban Can Induste bag
Kedatan Hotel

Keputusan Menteri Lingkungan . Hrup Nomor
SEMMENLHIZ2/1895 tentang Baku Mulu Limbah Cair Industi bagr
Kegatan Rumah Sakit.

Kepulusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor D3MENLHM DS9S
lentang baku mutu limbah cair bagl kawasan ndusin

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Momor 09/MENLHM4/1888
lerfang Perubahan Pergluran Menteri Lingkungan Hidup Nomar
42MMENLH/T0M 896 tentang baku mutu hmbab carr Industst Bag,

Kegiatan Minyak dan Gas Panas Bumi:



MEMUTUSKAN

Menetapkan @ PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTE)

LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN FENGEMDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BEKASI
Bag 1
KETENTUAN LIMUM

Pasal 1

Datam Peraturan in yvang dimaksud dengan |

2
3
4

—

Daerah adalah Kabupaten Bekasi:

Pemenntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi

Hupat adalah Bupall Hekasi,

Badan adatah Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi:

Kepala Badan adalah Kegala Badan Pengendalian Lingkung:n Hidup Kabupaten
Bekass

Unit Pelaksana Tekmis Badan (UPTHE) adalah Urit Pelakeana Teknis Badan
Labaoraterium Lingkungan pada Badan Pangendalian Lingkungan Hidup Kabupaten
Bekasi,

Laboratorium  Lingkungan  adalah  Laboratonum lingkungan  hidup  yang
melaksanakan pengupan kima fisika dan biclog dalam menunjang pengelolaan
lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Kepala Laboratonium Lingkungan adalah Kepala UPTB Laboratonum Lingkungan
pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bakas:

Kelompok Jabatan Fungsional adafah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang dibern
tigas, wewenang dan hak secars penuh oleh pejabat yang berwenang unluk
melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya dalam upaya
menduking kelancaran luges pokok organisasi,

regialan tekmis operasional adalah lugas untuk melaksanakan kegialan teknis yang
secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakal

Kegiatan teknis penuniang adalah igas untuk melaksanakan kegatan yang
mendukung pelaksanaan tugas organisasi nduknya

Pemeriksazn adalal serangkaian kegiatan menganalisa dan  menguii kendis
lingkungan yang disebalbkan oleh pencemaran tanah. air dan udara dari aspek
wimia, fisika dan biologl dalam rangka pengawasan dan kepatubhan pemsnuhan

kewajiban berdasarkan peraluran perundang-undangan yang berlaku,



17 Pergujan adalah kegalan tebnis vang terdin atas penstapan dan gensntuan salu
sifal atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai aengan prosedur yang lelah di
tetapkan

BAE
FEMEBENTUKAMN
Pasal 2

Liengan Peraturan Bupatl ini dibentuk Unil Peiaksana Teknis' Badan (UFPTE)
Laboratanum Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten
Bikas
BAR Il
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGS
Sagian Kesatu
Kedudukan

Pasai 3

111 Unit Pelaksana Tekmis Badan Laboratorium Lingkungan yang selanutnya dalaim
Peraturan i disebul UPTE Laboratorium Lingkungan merugakan unit pelaksana
tekris pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang me'aksanakan sebagian

kegiatan feknis operasional dan kegiatan lsknis penunja ng

(<} UFTE Laboratorium  Lingkungan dipmpin  oieh seorang  Kepala UPTRE
Labaratorium: Lingkungan yang herkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan melalui Sekratans Badan

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Fasal 4

UPTE Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
keglatan teknis operasional dan atau teknis penunjang Badan di Lidang pemeriksaaan
dar pengujian kualitas lingkungan berdasarkan kewenangan Badan,



Gagian Kshga
Fungsi
Faszal 5

Jntuk menyelenggarakan {ugas pokok sabagaimana pada Pasal 4 Peraturan ni UFTE
Laboratgrnum Lingkungan mempunyai funpsi:

Panyiapan bahan perumusan teknis di bidang pemenksaaan dan pengujan kualitas

I
ingkungan sesual dengan ingkup lugasnya,
b Penyelenggaraan sebagian kegatan teknis operasional dan atau lekms penunjang

Badan di bidang pemeriksaaan dan pengujian kualitas lingkungan sesuai dengan
rrgkup lugasnya,

o Pelaksanaan lugas sesuai dengan lingkup tugasnya,

1 Pelzksanaan lugas lain yang d.berikan cleh Kepaia Badan sesuai dengan tugas dan

lLrmgsmnya

BaAE IV
ORGANISAS)
Bagian Kesatu

Unsur-unsur Grganisasi

Pasal 6

Orgamsasi UPTE Laboratonum Lingkungan terdiri dari ursur-unsr
a  Pimpinan adalah Kepala UPTB Laboratorium Lingkurgarn
b Felaksana Adminstras: adalah Sub Bagian Tata Usaha

Kelompok Jabalan Fungsional

Bagian Kedua
Susunan Organisas)
Pasal 7

1) Organisasi UPTB teriri dari
a, kepala UPTH,
b. Kepalz Sub Bagian Tata Ussha;
¢, Kelompok Jabalan Fungsicnal.

{2) Bagan Strukiur Organisasl UPTB Laboratorum Lingkungan sebapaimana
lercantum dalam Lampiran Peraluran ini.




Bagian Keliga
Tugas \insur Organisasi
Paragraf 1
Kepala UPTH
Hasgal B

Kepala UPTE Laboralonum Lingkungan mempunyal lugas pokok menmimpin
penyelengoaraan fugas pokok dan fungsi UFTE sebagaimana tercantum dalam

Paszal 4 dan FPasai 5 Peraturan im

Uraian tugas darl Kepala UPTE Laboratorium Lengkungan Hidup Daerah adalah

sebagal bankul

il

£l
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menghoordinasikan penyusunan program Kerja dan rencana kegatan UPTR
Laboratorium Lingkungan |

mengkoordinasikan penyusunan usulan anggaran UPTE,

mengkordinasikan sarana dan prasarana kerja sesuat dengan kebutuhan,
mapgkordinasikan pelaksanean pameliharaan laboratonum,

membual pedoman dan peluinjuk teknis dan administrasi sesuai dengan
rencana kegiatan UPTE Labaratorium Lingkungan |

menyusun  prosedur  pelaxsanaan  aboratorum  (Standar  Operasiona:
Prosedun’SOR),

mengujl kebiyakan mutu. sasaran mulu dan panduan muiu laborabonum
ingkungan sebelum disahkan oleh Kepala Badan;

melaksanakan kegatan memeriksa dan menguji kondisi ingkungan yang
disebabkan oleh pancemaran tanah, air dan udara dari aspek ki, fisika dan
Bialogi

melaksanakan pemiinaan  operasional Laboratonum  Lingkungan  sesual
dengan rencana kegialan,

melaksanakan bimbingan teknis Laberatorium lingkusgan dalam  rangka
penirtgl-;f;tan mulu layanan Laboratorilm Lingkungan,

menindaklanjuti hasil kesepakatan kerja sama antara Hepala Badanr dengan
Laboraionium lain dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan lugas,
menandatangan Sertifikat Hasil Uji (SHYU} Laboratorium Lingkungan dan
melaporkannya secara berkala kepada Kepala Badan,

memiih dan merekomendasikan |aboratorium  rujukan  untuk  pelaksanaan
anahsts yang rilakukan secara sub kontrak;

rember petunjuk pelaksanaan fugas kepada bawahan,

inermbagh igas kaepnda baeahan,




o mempmbing pelaksangan lugas kepada bawahan |
memeariksa dan ményempurrakan hasil kera bawabhan,
o melakukan pembinaan kegiatan ketatausahaan di ingkungan UPTE,
5 mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsionat
| merumuskan permasgalahan dan upaya pemecahannya
yo meiakukan hubungan kenja sama dengan unit Kerja terail,
v membual lapoian hasi pelaksanaan tugas:
w melakeanakan wgas kedinazan lainnya sesuai dengan petunjuk alasan

Paragraf 2
Sub Bagan Tata Usaha
Pazal g

Sub Bagian Tata Usaha mempunyal tugas pokok mefaks:nakan pengelolaan
sural menyural, uhssn keuangan, rumah langga, pedengkapan, pemelharaan
pengelolaan admiusiras! kepegawaisn, penyusunan rencana dan program kera

serla pelapoian

Dalam melaksanakan fugas pokok sebagaimana lersebul pada ayval (1) Sub
Bagian Tata Usaha mempunya fungsi |

2 pengelelaan sural menyural dan kearsipan;

o pengelclaan agminisiras keuangan;

¢ pengelolaan admirusirast perdengkapan, pemeliharaan dan kerurmahtanggaan
d  pengelolzan administras kepegawaian;

pEnyusunan rencana dan program kedja serta pelaporan

th

[ pelakzanaan tugas-tugas lain yang diberkan oleh kepala UPTE

Sub Bagran Tala Usaha dalam menyelenggaakan tugas pokok dan Tungs

sebagaimana dimaksed pada ayat (1) dan ayal (2}, mempunya uralan |ugGas

sebagal bankud

a -manyusun usulan rencana anggaran UPTH:

b mempelaan  dan menglagh  peraturan  perundang-undangan  di bidang
lugasnya;

©omempeaEn pedoman dan pelunjuk tekmis serta administrast di bidang
perencanaan, keuangan kepegawaian, urusan umum dan sarana

d melaksanakan konsullas: cesual ingkup fugasnya,

o mengandabkan surat-swal dan konsep naskah dinas di lingkungan UPTE:

metyusUn konsep adnimstrasi dan pelaksanaan pembingan kepegawalan;
| menyusun bahen bpoan pelaksanaon program dan kegiatan UPTE,



£2)

h. melaksanakan pelayanan kebutuhan barang UPTE,

i memzihara serta mendavagunakan serang dan prasarandg,

| melaksanakan pengumpulan, pengolahan deta dan kearapan,

k. melakszanakan administrasi barang nwenlans:

| melaksanakan adminsirast sural mengisi lembar kartu sural masdk  dan
menyampakaniya kepada atasan sebagai bahan partimbsuk dan surat keluar

s menyiapkan berkas usulan kenaikan pangkal, cuti, ijin [ lugas belajar, gay
berkala dan pensiun serta pegawal lidak tetap;

| meryampaikan informasi kepada pegawai di lingkungan unil kena UPTE yang
skan mengajukan usulan kenaikan pangkal, culi, fin { ‘ugas belajar, gajl
berkala dan pensiun serta pegawa idak tolap

v membual lagoran absensi barian, iningguan dan Sulanan,

w. menyusun kensep faporan realisas anggaran UPTE;

¥ mengumpulkan banan realisas anggaran UPTE
melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesual perntah atzsan;

r melaporkan hasi pelaksanaan lugas kepada atasan

Paragraf 3
Kelormpok Jabatan Fungsional
Pasal 10

Kelompok  Jabatan Fungsional terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
lingkungan hidup dan Jabatan Fungsional lainnya  yang diatur berdasarkan
peraturan 11E-rundar1-;|rundangan yang bartdaku;

#elompok Jabatas Fungsional mempunyai tugas pokok - ¢
&, melaksanakan penyusunan program kegiatan Laboratorium Lingkungan,
b melaksanakan kegialan bidang teknis operasional Laboratodum

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayal (2],
Kelompok Jabatan Fungsional berlanggung jawab kepada Kepala UPTB

Jeris dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (3}, diatur

sesudl dengan peraturan perundang-undangan yang berlaky

dumial pelaksana jabatan fungsional sebagaimana dinaksud pada ayal (1]

disesuaican dengan kebululan dan beban kerja
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BAaB W
TATA KERJA
Faragraf 1
Lmum
Pasal T1

Hal-hat yvang menjadi tugas pokok dan fungsi UPTB merupakan salu kesatuan

yag tidak dapat dipisahkan

Daiam melaksanakan tugasnya Kepala UPTB, Sub Bagan Tata Usaha, dan
Kelompok Jabatan Fungsional waji menarapkan prinsip keordinasi integras) dan

sinkionisasi

Hepata UPTE waib mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk
pelaksanaan tugas sera pengendalian kepada para pelaksana

Fasagral 2
Hubungan Kerja
Pasal 12

¥epala UPTE bertanggung javwab kepada Kepala Badan melalul Sekretans Badan

Kepala UPTE mendapatkan pembinaan teknis operasional dan Kepaia bidlarg

s2sudl dengan dang tugasnya

Paragraf 3
Pelaporan
Fasal 13

Kepala UFTH wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan lugas pokok dan
lurgsinya kepada Kepata Badan,

Dalam penyampaikan faporan kepada atasan, lembusan laporan dizampalkan
kepada saluan serja peranghkal daerah yang secara fungsional mempuanya

hubungan kerja.

Pengaluran mengenal jenis lapcran dan lata cara penyampaiannya berpedoman
kepada ketemuan peraturan beraku,




FParagraf 2
Hal Mewakili
Pasal 14

Dalam hal Kepula UPTE bermalangan, Kepala UPTB dapat menunul Kepala Sub

Bagian Tala Usaha

Dalam bl Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangarn, miaka Kepala L&8

dapal diwakil oleh Kelompok Jabatan Fungsional sesus dengan Didangnya

BAR Y]
KERPEGAWAIAN
Pzeai 15

11 Kepala UPTE dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan dibethentizan
aleh Bupal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beraku

121 Kepata UPTE wapb  melaksanakan pembinaan pegaws  Sosual  peraturan

pendang-udangan yang beriaku

13 Ketentuan-kelentuan Rain mengenai kepagawaian diatur berdasorkan peraturan

perundang-undangan yang bedaky

BAE Il
FEMEIAYAAN
Paszal 18

FPambiayaan UPTE bersumber dan Anggaran Pendapatan den Belanja Dagiah

Vol ppaten Bokasi

BAE Y
KETENTUAN LAIN [DAN PENUTUP
FPasal 17

Faal hal yang belum cukup diaur dalam Peraluran ini sepanang mengenal teknis
pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan




Fasal 18

Dengan berlakunya Peraturan inl segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan
alau bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan lidak berlaku lagi

Paszal 19

Paraturan ini mulai beraku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penampatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 4 Mei 2010

BUPATI BEKASI
ftel.
H. SA'DUDDIN
Miundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 4 tai 2070
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BUPATI BEKASI
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